Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA
NOMOR 118 TAHUN 2013
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012
tentang Pakaian Dinas telah diatur kelengkapan pakaian dinas;

bahwa untuk mengatur lebih lanjut Kelengkapan pakaian dinas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kepastian
dan tertib penggunaan pakaian dinas, perlu diatur mengenai tanda
pengenal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanda
Pengenal Pegawai,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimaNa telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-UndaNg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik INdonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Neger! Sipil;



Menetapkan

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
50 Tahun 1980;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/87/MPAN/8/2005 tentang: Pedoman Peningkatan Pelaksanaan
Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Keria;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009:

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun
2013;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4, Wakil Gubenur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.



10.
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18.
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(1)
(2)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau subordinat SKPD.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKl Jakarta yang
selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau
Pegawai Pemerintah Pusat yang diangkat pada jabatan Pemerintah
Daerah.

Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

Tanda Pengenal Pegawai adalah  atribut yang khusus untuk
mengetahui identitas seorang pegawai.

Pejabat Penanda Tangan adalah pejabat yang menetapkan dan
menandatangani tanda pengenal.

BAB |l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan
pengadaan, penggunaan, evaluasi dan pengendalian Tanda Pengenal
Pegawai.
Per.aturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan
tertib pelaksanaan pengadaan, penggunaan, evaluasi dan pengendalian
Tanda Pengenal Pegawai.

BAB I

SPESIFIKASI

Pasal 3
Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang.
Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna

dasar orange dengan fransparan print tulisan Provinsi DKl Jakarta
memuat:

a. lambang Jaya Raya di bagian tengah atas:

b. tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus |b
_ . ukota Jakarta d
huruf kapital dj bawah lambang Jaya Raya; Al



(3)

(4)

e,

nama SKPD dengan huruf kapital untuk tingkat Provinsi atau Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi nama SKPD/UKPD dengan
huruf kapital untuk tingkat wilayah di bawah tulisan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta;

folo pegawai yang bersangkutan dengan ukuran 3 X 4 cm di bawah
nama SKPD/UKPD; dan -

nama pegawai yang bersangkutan dengan huruf kapital di bawah foto.

Bagran belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna
dasar putih memuat :

K.

S A TR T o

Nama lengkap PNS;

Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Kepegawaian;
Pangkat, Golongan/Ruang;

Golongan Darah;

SKPD/UKPD;

Alamat Kantor;

Tanggal dikeluarkan;

Pejabat yang menetapkan :

1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten.

. Tanda tangan pejabat yang menetapkan :

1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten.

Nama jelas pejabat yang menetapkan :

1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah;
2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten; dan

Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menetapkan.

Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
d sebagai berikut :

QP OA0 T

warna cokelat untuk pejabat eselon I

warna merah untuk pejabat eselon |l;

warna biru untuk pejabat eselon IIl;

warna hijau untuk pejabat eselon IV

warna kuning untuk pejabat eselon V:

warna orange untuk pejabat fungsional umum; dan
warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Pasal &

Bahap Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari Polivinil Klorida atau

sejgnisnya yang berkualitas setara/lebih baik dengan be
panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 55 cm,

ntuk persegi



=

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 6

(1) Tanda Pengenal Pegawai dipergunakan setiap hari kerja pada seluruh
pakaian dinas.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas, PDH Warna Khaki, PDH Batik,
PDH Khas Daerah;

b. Pakaian Sipil Lengkap;

c. Pakaian Seragam KORPRI; dan

d. Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 7

Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju. pada bagian
dada sebelah Kiri.

Pasal 8

Tanda Pengenal Pegawai hanya berlaku selama aktif menjalankan tugas
sebagai PNS.

BAB V
PENGADAAN
Pasal 9

(1) Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKl Jakarta melaksanakan
pengadaan tanda pengenal :

a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur;
c. Untuk pejabat dan PNS :

Kedeputian Gubernur;

Sekretariat Daerah;

Inspektorat;

Badan;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:;

Dinas;

Satuan Palisi Pamong Praja;

Sekretariat DP KORPRI Provinsi DK Jakarta;

Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan sebagai SKPD;
Rumah Sakit KhUsus Daerah yang berkedudukan sebagai
SKPD; dan

11. Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas yang tidak berbasis wilayah.

COXNDIO A~ WM =
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(2) Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
melaksanakan pengadaan tanda pengenal :



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(M

(2)

a. Wallkota/Bupati;
b. Wakil Walikota/Wakil Bupati
¢. Untuk pejabat dan PNS :

Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
Kantor;

Suku Dinas;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas yang berbasis wilayah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi atau yang berbasis wilayah
Kecamatan;

8. Kecamatan; dan

9. Kelurahan.

NooksWhN -

Biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DP KORPRI
Provinsi DKI Jakarta dan/atau Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan pelaksanaan pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Pengendalian penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai bagian
dari disiplin PNS dilaksanakan oleh BKD.

Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait,

Pasal 11

Evaluasi kebijakan/pengaturan mengenai Tanda Pengenal Pegawai
dilaksanakan oleh Biro Ortala.

Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro
Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak
ketiga yang berkompeten.

Pasal 12

Angdaran pPelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.

Anggaran pelaksanaan eValuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dibebankan pada Anggaran Penda :
patan dan Belanja D m
Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala. i3 Uaerah Bokumen



BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Tanda Pengenal Pegawai yang dibuat sebelum Peraturan Gubernur ini
diundangkan, tetap berlaku sampai dengan Peraturan Gubernur ini mulai
berlaku efektif tahun anggaran 2014.
BAB VIt
KETENTUANPENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 ayat (2)
huruf a Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pekaian Dinas,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Tid.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA,
Ttd,

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BRGFE LJ SEKRETARIAT DAERAH
PRoszLmﬁéﬁﬁ '

& 5US IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran | : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 Tahun 2013
Tanggal 16 Oktober 2013

CONTOH TANDA PENGENAL PEGAWAI

1. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari depan
55 Cm

r T &
Transparan Print tulisan
' PROVINSI DKI JAKARTA

L

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

85 Cm

FOTO

FOTO 3 Cm x4 Cm

NAMA

oy

2. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari belakang
5.5Cm =

il
- s

Fs

NAMA
NIP/NRK :
PANGKAT,
GOL/RUANG
JABATAN
GOL. DARAH
SKPD/UKPD -
ALAMAT KANTOR :
85 Cm
tanggal
Sekda/Seko/sekab
tid,
Nama Jelas
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO



GUBERNUR

!_—_

JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

GUBERNUR

Lampiran ! : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

WAKIL GUBERNUR

NAMA 1 Joko Widodo
NIP/NRK

PANGHKAT,

GOL/RUANG

GOL. DARAH :0

SKPDIJKPD : Gubernur Provinsi

DKl Jakarta

ALAMAT KANTOR : Jl Medan Merdeka Selatan
No 8-9 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013

NiF 195803121986101001

JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

WAKIL GUBERNUR

118 TAHUN 2013
16 Oktober 2013

NAMA : Basuki Tjahaja Purnama
NIPINRK

PANGKAT,

GOL/RUANG

GOL. DPARAH B

SKPD/UKPD : Wakil Gubermur Provinsi

DK Jakarta

ALAMAT KANTOR : JI. Medan Merdeka Selatan
No 8-9 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
PIt. XK AFIS DAERAH
PRQJ% R TA
o 2|
o
\mkﬂi 1.

NP 195803121586101001




e e ESELON I

(=wr ot - - o —— -
NAMA : Dr. Syahrul Effendi, SH.MM NAMA : Drs. Noor Syamsu Hidayat, MM
NIP/NRK : 19571117197903100 2/ JAYA, RAYA NIP {NRK : 19571118188401004/
066975 i 083602
PANGKAT, : Pembina Utama _ PANGKAT, : Pembina Utama Muda
GOLRUANG Ivle ' 1 GOL/RUANG Wie
GOL. DARAH  :0 GOL.DARAH 0
PEMERINTAH PROVINSI - PEMERINTAH PROVINSI e TS
SKPDIUKPD : beputi Gubernur ; : Biro Organisasi dan
DKIJAKARTA o DKI JAKARTA Tatafaksana Setda Prov
] ‘ DKI Jakarta
DEPUTI GUBERNUR T RS AR o= R S R SEKRETARIATDAERAH
: ALAMAT KANTOR: JI. Abdul Muis No 66 .
Jakarta Pusat
% APRIL 2043 30 APRIL 2013
Pit. SEKRET,ARIS DAERAH Plt. SECRETAF S DAERAH
PROVINSFEK] JAKAR TA PROVIFUFY, & JAKARTA
TR | g L
L Vg
WIREK O KO OKO

| M
NIF 195803121968610100 | NP 195803121986101001

4
]' N OQ_R SYAMSU H: = — |
gl‘_ 5 =aiiani - = po g = L :
| oz = S e ——— ——— = — ek ==
| NAMA : Drs.Kelik Miyarto, M.Si | e T ‘
NIPINRK. : 1967026199703 200/ i '
JAYA RAYA e | NIPINRK : 196702161997032001/
! 126645 |
| PANGKAT, : Pembina Tkl EANGT T |
| GOL/RUANG (7S ; : [
: | I GOL/IRUANG e
PEMERINTAH PROVINSI | SEEEEERL S :“ ' GOL. DARAH ;0
DKL JAKARTA ! SKPDIUKPD  : Uit Pusat Pendidikan ! PEMERINTAH PROVINSI .
| dan Pelatihan KB dan DKI JAKART A SKPD/UKPD : Biro Organisasi dan i
BPMP&KB | Kesetaraan Gender : Tatalaksana Setda Prov |
| Pemgrav DK Jakarta SEKRETARIAT DAERAH DKI Jakarta 1
| ALAMAT KANTOR : J. Rawasari Selatan No @ ALAMAT KANTOR : jl :l:;iauIPMuis; No. 66
laKa. LUsal
Kerbo Cempaka Putih
40 APRIL 2013
Pit. SE KRETARS DAERAH | 30 APRIL 2013
PRO 1JAKARTA

r:\,
¥

i ol -
B .
Wew

NiP, 195803121986101001

NIP. 195803121986101001

‘ Komp. Perkantoran Rawa
|
|




ESELON YV FUNGSIONAL UMUM

pre - Se— o . e P I e = i
NAMA : Endang Setiawan S.Pd i AL RATA NAMA :Ken Midansih, SE
NERIHRK, b NiP/NRK : 198804092010012021
PANGKAT, : Penata Vs
GOL/IRUANG
e PANGKAT, : Penata Muda
GOL. DARAH 0 — GOL/RUANG Nia
Yoy PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI GOL. DARAH :8
SKPDIUKPD : SMPN 252 DKI JAKARTA
DKIJAKARTA ‘ |  SKPDAUKPD : Biro Organisasi dan
KOTAADM JAKUT | SEKRETARIAT DAERAH ' Tatalaksana Setda Prov
. . ALAMAT KANTOR : Jl. H. Naman, Pondok | DK Jakarta
. | Kelapa Jakarta Timur |
ALAMAT KANTOR : JI. Abdul Muis No 66
Jakarta Pusat
30 APRIL 2013
1 SEKRETARIS KOTA ADM | 30 APRIL 2013
| JAI‘.(:\ETA TIMUR, | Plt. £ KRETAR| § DAERAH
| Fomh PRQ) JAKARTA
| G5 \z ' Ke)
Drs,wg urad, M.Si. ; . ] !\‘-\_ _/’ji’
- . NIP 196007271881031007 - A 2 WMOKO
L | . NP 195803121986101004
ENDANG SETIAWAN . KEN MIDANSIH &
(- i Lt .:‘.ﬂq,! Vb s e e e e —— . 1
e e ———————— . A} B i i — T e e e - e e 1 e A SN
FUNGSIONAL KHUSUS
JAYA RAYA NAMA : Bra. Lucya M Hutagaol
NIP/INRK 1 195409291985112001
123745
PANGKAT, :Pembina 1k |
- GOL/IRUANG Wib
PEMERINTAH PROVINSI i
DRIIAKARTA GOL.DARAH  :B i GUBERNUR PROVINS|I DAERAH KHUSUS
‘ | SKPDIUKPD : Unit Pusat Pendidikan IBUKATA JAKARTA
BPMP&KEB dan Pelatihan KB dan
. Kesetaraan Gender
Pemprov DKI Jakarta
ALAMAT KANTOR : JI. Rawasari Selatan No ¢ Ttd.
Komp. Perkantoran Rawa
Kerbo Cempaka Putih
b JOKO WIDODO

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVIN JAKARTA
)‘59'15] ;
H jud

Wi Hino

NIP. 195803121986101001

—_— N |




